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RIWAYAT PENDIDIKAN
Jenjang Perguruan Tinggi / Institusi Bidang Studi Tahun

S3 Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta

Ilmu Hukum 2019 – sekarang 
(sedang ditempuh)

S2 Universitas Surakarta (UNSA) Ilmu Hukum 2016 – 2018

Program Dokter 
Internsip

Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III 
Semarang

Dokter Internsip 2019 – 2020

Profesi Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta

Profesi Dokter 2016 – 2019

S1 Universitas Surakarta (UNSA) Ilmu Hukum 2014 – 2018

S1 Universitas Sebelas Maret (UNS) 
Surakarta

Ilmu Kedokteran 2012 - 2016



RIWAYAT PENDIDIKAN
Jenjang Penyelenggara Bidang Studi Tahun

Pendidikan
Bersertifikat

PKMK FK KMK UGM Bimbingan Teknis: Audit Klinis di 
Puskesmas / Klinik dan Rumah Sakit

2021

Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (IKKESINDO) Pendidikan Konsultan Manajemen
Kesehatan

2021

Jimly School of Law and Government Pendidikan dan Pelatihan
Perancangan Naskah Hukum (Legal 
Drafting Training)

2020

Jimly School of Law and Government Workshop “Hospital By Laws” dalam
Tata Kelola Rumah Sakit di Era 
Kebiasaan Baru

2020

Jimly School of Law and Government dan Asosiasi
Auditor Hukum Indonesia (ASAHI)

Pendidikan Auditor Hukum 2019

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA)

2019

Universitas Indonesia dan Perhimpunan Advokat
Indonesia (PERADI)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat
(PKPA)

2018



Pendidikan akademik = Pendidikan profesi?

Pendidikan PROFESI = PenGAKUAN KOMPETENSI 
KERJA?



Pendidikan akademik

Pendidikan akademik merupakan
Pendidikan Tinggi program sarjana
dan/atau program pascasarjana yang 
diarahkan pada penguasaan dan 
pengembangan cabang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

(pasal 15 ayat (1) uu 12/2012 pendidikan tinggi)



PENDIDIKAN PROFESI
Pendidikan profesi merupakan
Pendidikan Tinggi setelah program 
sarjana yang menyiapkan Mahasiswa
dalam pekerjaan yang memerlukan
persyaratan keahlian khusus

(pasal 17 ayat (1) uu 12/2012 pendidikan tinggi)



• Tenaga kerja berhak memperoleh
pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja yang 
diselenggatakan lembaga pelatihan
kerja pemerintah, lembaga pelatihan
kerja swasta, atau pelatihan di tempat
kerja

• Pengakuan kompetensi kerja dilakukan
melalui sertifikasi kompetensi kerja

• Badan nasional sertifikasi profesi
dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja

Pengakuan
kompetensi kerja

(pasal 18  uu 13/2003 ketenagakerjaan)







• Supremacy of law (mendudukkan hukum di tempat tertinggi) sebagai salah 
satu tujuan reformasi di Indonesia yang diasumsikan belum sepenuhnya
terwujud)

• Tingkat kesadaran hukum masyarakat (dan penguasa) yang diasumsikan
masih rendah

• Permasalahan hukum yang sesungguhnya disebabkan karena kurangnya
ketaatan / kepatuhan terhadap hukum

• Teori sistem hukum Lawrence M Friedman: legal substance, legal structure, 
legal culture

• Prevention, controlling and problem solving
• Legal Auditor merupakan profesi yang urgent!!!

Latar belakang keberadaan profesi legal auditor

(STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PROFESI AUDITOR HUKUM INDONESIA)



• Uji Tuntas dari Segi Hukum…. adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi
hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek
transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta
material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi
(Definisi Uji Tuntas dari Segi Hukum berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan
Hukum Pasar Modal)

Legal audit  (AUDIT HUKUM) = LEGAL DUE DILIGENCE  (UJI TUNTAS DARI SEGI 
HUKUM?



• Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan berbagai
ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak
tertentu yang menjadi target audit hukum, baik perorangan maupun Lembaga, 
berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan, harta
kekayaan atau asset dan kerjawiban atau utang-utangnya, transaksi dan perbuatan-
perbuatan hukum, dan/atau kegiatan-kegiatannya, serta berbagai permasalahan
hukum yang dihadapi dan penanganan atau penyelesaiannya, sehingga dapat
diketahui kadar atau kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum atau sampai
seberapa jauh hukum dipatuhi dan diterapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan
dan seberapa jauh hukum lebih diterapkan atau ditegakkan (Definisi Audit Hukum 
berdasarkan Standar Profesi Auditor Hukum)

Legal audit  (AUDIT HUKUM) = LEGAL DUE DILIGENCE  (UJI TUNTAS DARI SEGI 
HUKUM?



PERBEDAAN KONSULTAN HUKUM DENGAN AUDITOR HUKUM

Perbedaan Konsultan Hukum/Advokat Auditor Hukum

Jasa yang diberikan Jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan

Audit hukum

Target LDD/Legal Audit Perusahaan dan Aset
(komersil)

Perorangan, perusahaan, aset, 
legislatif, eksekutif, yudikatif, dll

Jenis Independent Consultant Independent Auditor dan 
Internal Auditor

Pendapat hukum Bebas Terbatas (Clear & Clean 
Status)

Standar Kerja KHPM ada, KH tidak ada Ada

(harvardy m iqbal)



AUDITOR HUKUM BERSERTIFIKAT / CERTIFIED LEGAL 
AUDITOR  (CLA)

(HARVARDY M IQBAL)

Pendidikan
Audit Hukum

Uji
Kompetensi



AUDITOR HUKUM BERSERTIFIKAT / CERTIFIED LEGAL 
AUDITOR  (CLA)

(HARVARDY M IQBAL)

27 Mei 2016 

Surat Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi
Profesi No. Kep.0587/BNSP/V/2016 tertanggal 27 Mei 

2016 



1. Pedoman, kerangka acuan para auditor hukum
2. Keseragaman kualitas auditor hukum
3. Pertanggungjawaban pekerjaan profesi auditor hukum

Dasar hukum: Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.242/LATTAS/XI/2014 Tentang
Registrasi Standar Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia, tertanggal 4 November 
2014

URGENSI STANDAR KERJA KHUSUS PROFESI AUDITOR HUKUM INDONESIA



STANDAR KERJA KHUSUS PROFESI AUDITOR HUKUM 
INDONESIA

1

Melakukan telaah
dan identifikasi
tujuan penugasan
audit hukum

2

Melakukan
perencanaan audit 
hukum

3

Meminta konfirmasi
perencanaan audit 
hukum

4

Melakukan
pengumpulan data 
dan informasi



STANDAR KERJA KHUSUS PROFESI AUDITOR HUKUM 
INDONESIA

5

Melakukan analisis
terhadap data dan 
informasi

6

Menyusun laporan
hasil audit hukum

7

Menyampaikan
laporan hasil audit 
hukum



CLEAR AND CLEAN 
(C-C)

CLEAR: Kepatuhan
CLEAN: Pembebanan

CLEAR, BUT NOT 
CLEAN  (CBNC)

NOT CLEAR, BUT 
CLEAN (NCBC)

NOT CLEAR, 
(NEITHER) NOT 
CLEAN (NCNC)

01 040302

KESIMPULAN    HASIL AUDIT



bit.ly/mengenalaudithukumYSG



— YOVITA, SLAMET, GEGO

“Clear and Clean, Clear But Not Clean, Not Clear But Clean, Not 
Clear Not Clean merupakan kesimpulan hasil audit hukum yang

memberikan gambaran terhadap kepatuhan hukum subjek audit,
yang berimplikasi pada perbaikan auditee dalam penerapan

hukum, sehingga peningkatan mutu dan pencapaian keberadaban
berhukum tidak sekedar impian dan harapan belaka.”




